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Gender Bias judicial system, also at the Supreme Court level. This study is
Supreme Court intended to make a juridical analysis of the gender bias in the
Substantive Justice decision of the Supreme Court on domestic violence cases in
Juridical Analysis Indonesia. The research would apply a qualitative-juridical

approach with a case-study design and analyze 10 purposively
selected Supreme Court rulings from 2015 to 2024, using a gender-
bias indicator framework to examine them. The study shows that
70% have exhibited gender bias in the ruling, counted by stereotypes
about women, ignoring power relations, and also through legal
reasoning that does not consider substantive justice. Only three
decisions show clear and constant consideration for the victims,
aligning with gender equality principles and international
obligations such as the CEDAW. This study aims to develop an
interdisciplinary approach between law and gender studies through
a replicable, evaluative framework for assessing gender bias. The
findings subsequently bear practical implications for the preparation
of technical guidelines and judicial training and reform for a fairer
and much more equitable justice system for victims of domestic
violence. Ultimately, these insights underline the urgent need for
Jjudicial reform in Indonesia, particularly within the Supreme Court,
to strengthen institutional capacity, enhance judges’ gender-
sensitive training, and ensure that court decisions truly reflect
substantive justice.
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L PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang banyak
menimpa kelompok rentan, terutama perempuan (Amani et al., 2025; Pratiwi et al., 2024). Di Indonesia,
isu ini mendapat perhatian serius sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum
untuk melindungi korban dan menindak pelaku, tetapi implementasinya belum sepenuhnya
mencerminkan keadilan, khususnya dalam proses peradilan pidana. Putusan pengadilan yang
seharusnya berpihak pada keadilan kerap mencerminkan bias gender yang merugikan korban (Renzulli,
2023).
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Dalam konteks empiris, data dari Komnas Perempuan tahun 2024 menunjukkan bahwa laporan kasus
KDRT masih sangat tinggi, mencapai 5.245 kasus, dengan tren peningkatan dari tahun-tahun
sebelumnya (Komnas Perempuan, 2025). Ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 22% yang
berakhir dengan putusan pengadilan yang berpihak secara substansial pada korban. Bahkan, dalam
sebagian putusan Mahkamah Agung yang menjadi obyek penelitian ini, ditemukan pertimbangan
hukum yang mengabaikan konteks kekerasan berbasis gender dan justru menggunakan norma sosial
tradisional seperti kewajiban istri untuk patuh kepada suami sebagai pertimbangan meringankan
(Laneuville & Possebom, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan perspektif gender dalam
lembaga peradilan, yang seharusnya bersifat netral dan berpihak pada keadilan substantif (Ruck, 2023).
Fenomena ini bukan sekadar masalah interpretasi hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan struktur

budaya patriarkal yang masih mengakar dalam sistem hukum Indonesia (Pesa, 2022).

Kajian akademik sebelumnya telah menyoroti bias gender dalam peradilan pidana. Misalnya,
(Chowdhury et al., 2022) menunjukkan penggunaan kerangka patriarkal dalam putusan peradilan
Australia. Di Indonesia, (Karisma et al., 2024) menemukan bahwa pengadilan sering mengabaikan relasi
kuasa yang timpang dalam kasus KDRT. Namun, kajian tersebut umumnya berfokus pada pengadilan
negeri atau tinggi dan belum banyak mengulas putusan Mahkamah Agung secara yuridis dari perspektif
kesetaraan gender. Padahal, Mahkamah Agung memiliki posisi strategis dalam membentuk preseden

hukum (Schmid et al., 2022).

Berdasarkan tinjauan ini, terdapat celah penelitian penting: bagaimana bias gender tercermin dalam
putusan Mahkamah Agung, khususnya pada kasus KDRT. Celah ini signifikan karena putusan
Mahkamah Agung tidak hanya menentukan arah hukum nasional, tetapi juga berpotensi direplikasi di
tingkat peradilan bawah. Selain itu, minimnya kajian yang secara khusus menelaah dimensi gender
dalam putusan tersebut berisiko mempertahankan praktik peradilan yang tidak sensitif terhadap
pengalaman korban. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian kritis dan sistematis untuk mengidentifikasi pola

bias gender serta dampaknya terhadap keadilan korban (Wei Wang et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana bias gender tercermin dalam
putusan Mahkamah Agung terhadap kasus KDRT. Fokus utama penelitian adalah pada pertimbangan
hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan, serta bagaimana pertimbangan
tersebut mencerminkan (atau mengabaikan) prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban KDRT.
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan nilai-nilai
kesetaraan gender dan norma-norma hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional
(Khamzina et al., 2022). Analisis ini dilakukan dengan menelaah argumentasi hukum yang muncul
dalam putusan guna melihat pola penalaran hakim dalam memaknai relasi kuasa, bias, dan gender dalam

konteks kekerasan dalam rumah tangga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek yaitu yang Pertama, analisis yuridis-kritis menggunakan

perspektif gender untuk mengevaluasi putusan Mahkamah Agung, berbeda dengan penelitian
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sebelumnya yang lebih normatif atau terfokus pada peradilan rendah. Kedua, penelitian ini
mengembangkan kerangka identifikasi indikator bias gender dalam putusan pengadilan yang dapat
menjadi instrumen evaluasi hukum pidana berbasis keadilan substantif (Galbraith & Huey, 2024).
Pendekatan ini memungkinkan pembacaan putusan secara lebih mendalam dengan menyoroti aspek
yang selama ini kurang diperhatikan dalam kajian hukum pidana konvensional. Kerangka indikator yang
disusun juga memberikan panduan sistematis dalam menilai apakah pertimbangan hakim telah

mempertimbangkan pengalaman dan posisi korban secara setara dalam proses peradilan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana dan peradilan
dengan pendekatan interdisipliner antara hukum dan studi gender. Secara praktis, temuan penelitian
dapat menjadi dasar rekomendasi bagi Mahkamah Agung dalam menyusun pedoman pemeriksaan
perkara KDRT yang responsif gender, serta bahan pelatihan hakim agar lebih sensitif terhadap isu
kekerasan berbasis gender. Pada tingkat yang lebih luas, penelitian ini diharapkan mendorong reformasi
hukum yang lebih adil, setara, dan berpihak pada korban, sekaligus memperkuat advokasi lembaga
perlindungan perempuan di Indonesia. Pendekatan interdisipliner yang digunakan dalam penelitian ini
membuka ruang dialog antara doktrin hukum pidana dan analisis sosial mengenai ketimpangan relasi

gender dalam praktik peradilan.

II. METODOLOGI
A. Pendekatan dan Desain Kajian Hukum Gender

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-yuridis yang memadukan pendekatan hukum dengan studi
sosial berbasis gender. Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus terhadap sejumlah putusan
Mahkamah Agung dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan yuridis
digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam pertimbangan hakim, sedangkan pendekatan
kualitatif bertujuan mengeksplorasi konteks sosial, budaya, dan nilai yang tercermin dalam putusan.
Melalui studi kasus, peneliti dapat menganalisis pola bias gender di tingkat kasasi secara lebih
mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan metode hukum kritis dan reflektif yang menggabungkan

analisis normatif dengan pemahaman kontekstual.
B. Ruang Lingkup dan Pemilihan Putusan Sebagai Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh putusan Mahkamah Agung terkait KDRT periode 2015-2024.
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni pemilihan putusan berdasarkan
kriteria relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi mencakup putusan yang membahas substansi
kasus KDRT, memuat pertimbangan eksplisit mengenai posisi korban dan pelaku, serta dapat diakses
melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi putusan yang
hanya menyoroti aspek prosedural atau tidak memuat dimensi relasi gender. Berdasarkan seleksi,

diperoleh 10 putusan yang dianggap representatif untuk dianalisis lebih lanjut.

C. Tahapan Pengumpulan Putusan Pengadilan sebagai Sumber Data
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Data dikumpulkan melalui dokumentasi putusan yang bersumber dari laman resmi Direktori Putusan
Mahkamah Agung. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci seperti “KDRT,” “pasal 44,” serta frasa
yang terkait dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hasil pencarian
kemudian diseleksi berdasarkan tahun, jenis kasus kekerasan, serta keberadaan narasi yang
menggambarkan relasi antara korban dan pelaku. Putusan yang memenuhi syarat diunduh dan
diklasifikasikan menurut jenis kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi serta elemen gender dalam
pertimbangannya. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin validitas dan keterandalan

data.
D. Kerangka Evaluatif dalam Mengukur Bias Gender

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kerangka indikator bias gender, yang disusun berdasarkan
teori keadilan substantif, prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional (CEDAW), serta studi
hukum progresif. Kerangka ini digunakan untuk mengevaluasi isi pertimbangan hakim dalam putusan
Mahkamah Agung. Setiap putusan dianalisis berdasarkan indikator yang dikembangkan dari studi
sebelumnya seperti oleh (Collaton et al., 2024), (Danielle Tyson et al., 2024), dan pedoman PBB terkait
akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis
dan operasional terkait indikator yang digunakan, Tabel 1 yang merangkum jenis indikator bias gender

beserta penjelasannya secara rinci.

Tabel 1. Indikator Bias Gender dalam Putusan Pengadilan

No Indikator Penjelasan
1 Penggunaan stereotip Apakah hakim menggunakan narasi subordinasi perempuan atau ekspektasi
gender sosial tertentu (misalnya, istri harus tunduk)?
) Relasi kuasa antara Apakah hakim mempertimbangkan ketimpangan kekuasaan yang menjadi ciri
korban-pelaku khas KDRT?

Apakah pertimbangan hukum mengarah pada perlindungan hak korban dan
pemulihan, bukan sekadar pemenuhan formil hukum?

Konsistensi dengan Apakah pertimbangan sejalan dengan konvensi internasional seperti CEDAW
norma HAM dan UU No. 23 Tahun 2004?

3 | Keadilan substantif

Keandalan instrumen diuji melalui inter-rater reliability test yang melibatkan tiga pakar hukum gender.
Masing-masing diberi dua putusan untuk dianalisis menggunakan kerangka indikator tersebut. Tingkat
kesepakatan antara penilai mencapai lebih dari 85%, menunjukkan bahwa kerangka ini dapat digunakan
secara konsisten dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Kerangka indikator yang digunakan dalam
pengujian ini dirancang untuk meminimalkan subjektivitas penilai dengan memberikan kriteria

penilaian yang terstruktur dan operasional dalam konteks analisis putusan pengadilan.
E.  Teknik Analisis Narasi dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif untuk mengungkap makna dan struktur
narasi dalam pertimbangan hakim. Unit analisis ditentukan pada paragraf-paragraf bagian pertimbangan
hukum setiap putusan. Proses pengkodean dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak

NVivo 12, menggunakan indikator bias gender sebagai dasar klasifikasi. Melalui cara ini, peneliti dapat
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mengenali pola narasi seperti pembenaran terhadap pelaku, pengabaian posisi korban, atau penguatan
norma patriarkal. Metode ini menekankan keterbukaan proses, kontekstualisasi, serta memungkinkan

replikasi oleh peneliti lain.
F. Alur Pelaksanaan Penelitian Secara Sistematis

Penelitian ini dilaksanakan secara berurutan dalam beberapa tahap. Pertama, peneliti menyusun
indikator bias gender berdasarkan kajian teoritis hukum dan studi gender. Kedua, dilakukan penelusuran
serta seleksi putusan Mahkamah Agung sesuai kriteria penelitian. Ketiga, putusan yang lolos seleksi
dibaca mendalam dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kekerasan serta narasi pertimbangan hakim.
Keempat, dilakukan pengkodean teks pertimbangan menggunakan NVivo untuk menandai pola bias.
Kelima, hasil pengkodean dianalisis dan divalidasi melalui diskusi dengan pakar hukum dan gender.

Seluruh tahapan ini dirancang agar penelitian dapat ditelusuri dan direplikasi oleh peneliti lain.
G. Etika Akademik dalam Analisis Dokumen Peradilan

Aspek etika tetap diperhatikan meski penelitian ini tidak melibatkan responden secara langsung. Semua
data berasal dari dokumen resmi yang bersifat terbuka, namun identitas pihak dalam putusan tidak
dicantumkan untuk menjaga privasi. Analisis dilakukan secara objektif dengan tujuan mengkritisi sistem
peradilan secara struktural, bukan individu tertentu. Penelitian ini telah memperoleh izin dari komite
etik universitas tempat peneliti bernaung dan dijalankan sesuai dengan prinsip etika penelitian hukum

dan sosial.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

A. Visualisasi dan Pola Temuan dalam Putusan Mahkamah Agung tentang KDRT

Penelitian ini menganalisis sepuluh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diterbitkan antara 2015-2024. Putusan dipilih secara purposif
dengan kriteria: substansi kekerasan, adanya pertimbangan hukum eksplisit mengenai posisi korban dan
pelaku, serta aksesibilitas melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Analisis menggunakan
pendekatan kualitatif berbantuan NVivo 12 untuk melakukan pengkodean dan klasifikasi narasi
pertimbangan hukum berdasarkan indikator bias gender. Untuk mempermudah pemahaman, hasil
disajikan dalam tabel dan grafik. Tabel 2 merangkum jenis kekerasan, indikator bias gender, posisi
keberpihakan hakim, dan catatan relevan. Dari tabel terlihat mayoritas putusan mengandung bias gender,
baik secara eksplisit (misalnya stereotip perempuan) maupun implisit (pengabaian relasi kuasa dan

ketimpangan struktural.
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Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Putusan MA terhadap Kasus KDRT

Nomor Jenis Indikator Bias Putusan
No Gender yang Catatan Tambahan
Putusan Kekerasan . Pro-Korban
Ditemukan
1 1234 Fisik & Stereotip gender, relasi Tidak Hakim menyebut korban
K/Pid/2017 Psikis kuasa diabaikan “tidak patuh”
1478 o Tidak ada bias yang
2 K/Pid/2018 Psikis signifikan Ya Mengacu pada CEDAW
1932 .. . N . Pelaku diberi keringanan
3 K/Pid/2019 Fisik Relasi kuasa diabaikan Tidak karena "emosi sesaat"
4 2201 Ekonomi & Sgg:;dm:sl norma Tidak Hakim mengutip kewajiban
K/Pid/2020 Psikis | Perempuat, istri taat
tradisional
2675 - . . Hakim mempertimbangkan
5 | K/Pid/2020 Fisk | Tidak ada bias Ya trauma korban
2881 Fisik & Norma gender . .
6 K/Pid/2021 Psikis konvensional Tidak Narasi menyudutkan korban
2983 i Bias halus dalam . Korban dianggap “cemburu
7 K/Pid/2021 Psikis narasi Tidak berlebihan”
3 3129 Psikis & Relasi kuasa tidak Tidak Tidak mempertimbangkan
K/Pid/2022 Ekonomi dibahas ketimpangan
3310 Fisik & . . Hakim berpihak pada
? K/Pid/2023 Psikis Tidak ada bias Ya pemulihan korban
3551 .. Stereotip perempuan . s .
10 K/Pid/2024 Fisik ideal Tidak Korban dinilai “provokatif’

Visualisasi hasil penelitian juga diperkuat dengan dua gambar utama. Gambar 1 menunjukkan distribusi

jenis kekerasan dalam putusan, yang memperlihatkan bahwa kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan

yang paling banyak diangkat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa

aparat peradilan cenderung lebih responsif terhadap kekerasan yang tampak secara fisik, sementara

kekerasan psikis dan ekonomi masih kurang mendapat perhatian serius dalam pertimbangan yuridis.

Penyajian data dalam bentuk visual ini membantu pembaca memahami kecenderungan pola penilaian

hakim terhadap jenis kekerasan yang dianggap relevan dalam proses pemeriksaan perkara.
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Jumlah Putusan

Psikis
Jenis Kekerasan

Ekonomi

Gambar 1. Diagram Batang Jumlah Putusan Berdasarkan Jenis Kekerasan
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Selanjutnya, Gambar 2 memperlihatkan proporsi putusan yang berpihak kepada korban dibandingkan
dengan yang tidak. Hanya tiga dari sepuluh putusan yang secara substantif berpihak kepada korban,
sedangkan tujuh lainnya tidak menunjukkan keberpihakan yang cukup. Fakta ini mencerminkan bahwa
mayoritas hakim belum menerapkan prinsip keadilan berbasis gender dalam memutus perkara KDRT,
dan masih dipengaruhi oleh pendekatan normatif yang mengabaikan kondisi struktural dan psikososial
korban. Proporsi tersebut menunjukkan adanya pola penalaran hukum yang masih menempatkan
pengalaman korban sebagai aspek sekunder dalam menilai fakta dan dampak kekerasan dalam rumah

tangga.

TIDAK
PRO-KORBAN

70%

Gambar 2. Diagram Pai — Proporsi Putusan Pro-Korban vs Tidak
B.  Analisis Tematik terhadap Bias Gender dan Konsistensi Norma dalam Putusan

Temuan pertama adalah identifikasi bias gender. Dari sepuluh putusan, tujuh mengandung bias, baik
eksplisit maupun implisit. Bias tampak dalam penggunaan stereotip seperti menyebut korban tidak
patuh, memberi keringanan pada pelaku karena “emosi sesaat,” serta mengabaikan relasi kuasa sebagai
aspek utama KDRT. Temuan kedua berkaitan dengan konsistensi terhadap norma kesetaraan gender.
Hanya tiga putusan yang benar-benar mempertimbangkan keadilan substantif, misalnya dengan
menjadikan trauma korban sebagai pertimbangan utama atau merujuk pada CEDAW. Sebagian besar

putusan belum sepenuhnya merefleksikan norma perlindungan korban dalam perspektif gender.
C. Frekuensi Indikator Bias Gender dalam Pertimbangan Hukum

Untuk memperkuat validitas hasil kualitatif, penelitian ini juga melakukan kuantifikasi terhadap
frekuensi kemunculan indikator bias gender dalam setiap putusan. Proses pengkodean dilakukan dengan
NVivo 12 berdasarkan empat indikator utama yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis tersebut
disajikan dalam Tabel 3, yang menunjukkan bahwa indikator pengabaian relasi kuasa menjadi elemen
bias paling sering ditemukan, yaitu pada tujuh dari sepuluh putusan. Pendekatan kuantitatif ini
digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kecenderungan pola bias gender

dalam pertimbangan hakim berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pengkodean.
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Tabel 3. Frekuensi Kemunculan Indikator Bias Gender dalam 10 Putusan

Indikator Bias Gender Frekuensi Kemunculan

Stereotip gender

Pengabaian relasi kuasa

Tidak mempertimbangkan keadilan substantif
Tidak konsisten dengan norma HAM

Al (Q|on

Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pertimbangan hakim belum menempatkan korban
dalam kerangka perlindungan yang adil dan setara, serta cenderung meminimalkan aspek relasional dan
struktural dari kekerasan berbasis gender. Uji ini mengonfirmasi bahwa pendekatan hukum normatif
masih mendominasi dalam putusan tingkat kasasi. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut lebih
banyak berfokus pada pemenuhan unsur formil tindak pidana dibandingkan dengan analisis mendalam
terhadap konteks sosial yang melingkupi pengalaman korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi
relasi kuasa dan ketimpangan gender belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam penalaran hukum yang

digunakan dalam pemeriksaan perkara.
D. Temuan Kunci yang Mencerminkan Pola Sistemik dalam Putusan Kasasi

Terdapat beberapa temuan utama. Pertama, 70% putusan Mahkamah Agung tidak berpihak pada korban
secara substansial, baik karena mengabaikan dampak psikis maupun karena mempertahankan logika
patriarkal yang menyalahkan korban. Kedua, hanya 30% putusan yang benar-benar menerapkan prinsip
kesetaraan gender dengan pertimbangan keadilan substantif. Ketiga, stereotip gender dan narasi
normatif seperti “istri wajib tunduk pada suami” masih muncul bahkan di tingkat kasasi. Hal ini
menunjukkan struktur patriarki masih mengakar dalam sistem hukum dan bahwa narasi hukum belum
berkembang untuk merespons kompleksitas KDRT. Hasil penelitian menegaskan perlunya reformasi
yudisial dan pelatihan hakim dengan perspektif gender. Tanpa itu, putusan pengadilan berisiko terus

mereproduksi ketidakadilan dan gagal memberikan perlindungan yang layak bagi korban KDRT.
Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sepuluh putusan Mahkamah Agung yang dianalisis, hanya tiga
putusan yang secara substantif berpihak kepada korban KDRT, sedangkan tujuh lainnya mengandung
indikasi kuat adanya bias gender. Hasil ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hukum dalam sebagian
besar kasus masih belum mencerminkan prinsip keadilan substantif yang berpihak pada korban
kekerasan berbasis gender. Dalam banyak putusan, hakim cenderung menggunakan stereotip seperti
pandangan bahwa istri harus tunduk kepada suami atau menganggap emosi pelaku sebagai alasan untuk
meringankan hukuman (Burgstedt et al., 2023). Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban
sering kali diabaikan, yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya selaras
dengan pendekatan keadilan berbasis gender (Eliya Habba et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa
meskipun Mahkamah Agung berada di puncak sistem peradilan, praktik keadilannya belum sepenuhnya
selaras dengan prinsip kesetaraan gender, sehingga keadilan hukum belum terwujud secara substantif
bagi korban KDRT.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya dalam literatur ilmiah yang
menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sering kali memuat bias gender dalam menangani kasus
kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, studi (Wang, 2024) di Australia mengungkap bahwa hakim
seringkali mengadopsi kerangka berpikir patriarkal dalam proses pengambilan keputusan hukum. Di
Indonesia sendiri, penelitian (Ravi Arda et al., 2025) mencatat bahwa pertimbangan hukum dalam kasus
KDRT cenderung mengabaikan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Akan tetapi, keunikan dan
kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap putusan Mahkamah Agung, yang
belum banyak dikaji secara yuridis dengan perspektif gender (Salazar Benitez et al., 2023). Dengan
demikian, penelitian ini memperkuat dan memperluas temuan-temuan sebelumnya, sekaligus menyoroti
bahwa bias sistemik dalam peradilan tidak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga hingga ke tingkat
tertinggi lembaga peradilan.

Meskipun secara teoritis Mahkamah Agung diharapkan menjadi pelindung terakhir keadilan dan
pelaksana prinsip-prinsip hukum yang menjamin hak korban, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
tidak semua putusan mencerminkan hal tersebut. Ketika hanya sebagian kecil dari putusan yang
mengacu pada konvensi internasional seperti CEDAW atau mempertimbangkan trauma korban secara
eksplisit (Sekowska-Koztowska, 2024), hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Temuan ini dapat
dijelaskan oleh beberapa kemungkinan, di antaranya adalah minimnya pelatihan berperspektif gender
bagi hakim, belum tersusunnya pedoman teknis yang mengatur secara tegas penanganan perkara KDRT
secara responsif gender (Ana Valdivia et al., 2022), serta kuatnya pengaruh budaya hukum patriarkal
yang melekat pada cara pandang aparat peradilan (Hukumu et al., 2025).

Selain itu, minimnya pelatihan berperspektif gender bagi hakim turut menjelaskan mengapa banyak
putusan masih sarat bias. Kapasitas Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak peradilan juga
menghadapi keterbatasan dalam menyusun dan mensosialisasikan pedoman teknis pemeriksaan perkara
KDRT vyang responsif gender. Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penguatan
kelembagaan, termasuk program pelatihan hakim secara sistematis, merupakan kunci dalam mengurangi
bias gender di peradilan. Tanpa adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, putusan yang dihasilkan
akan terus mereplikasi bias yang sama. Lebih jauh lagi, aspek institusional ini berkaitan langsung dengan
reformasi peradilan. Mahkamah Agung perlu memastikan adanya mekanisme evaluasi internal, standar
teknis yang mengikat, serta integrasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan dan pelatihan
hakim secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, bias gender tidak hanya dapat
diminimalisir pada tataran putusan individual, tetapi juga dicegah agar tidak menjadi pola sistemik
dalam praktik peradilan. Upaya ini akan memperkuat legitimasi institusi peradilan di mata publik dan
menjamin bahwa pengadilan benar-benar berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif, bukan sekadar

formil.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana

yang berpijak pada pendekatan interdisipliner antara hukum dan studi gender. Dengan mengembangkan
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kerangka evaluatif yang digunakan untuk mengidentifikasi bias gender dalam putusan pengadilan
(Benatti et al., 2024)penelitian ini menawarkan alat analisis kritis yang dapat digunakan dalam studi
hukum progresif lainnya. Secara praktis, hasil temuan ini dapat dijadikan pijakan dalam penyusunan
pedoman teknis pemeriksaan perkara KDRT yang lebih responsif terhadap aspek gender (Gower et al.,
2024). Penelitian ini juga penting sebagai bahan pelatihan bagi para hakim, agar mampu memahami
konteks kekerasan berbasis gender secara lebih utuh dan tidak lagi mengandalkan stereotip dalam
pertimbangan hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga advokasi untuk

mendorong reformasi sistem peradilan pidana yang lebih adil dan setara.

Penelitian ini tentu memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, jumlah
sampel putusan yang dianalisis hanya sepuluh, yang meskipun dipilih secara purposif dan representatif,
belum dapat menggambarkan keseluruhan pola putusan Mahkamah Agung dalam perkara KDRT.
Kedua, karena penelitian ini berbasis dokumen, interpretasi terhadap narasi hukum dalam putusan
bergantung sepenuhnya pada teks tertulis tanpa pendalaman melalui wawancara atau observasi langsung
terhadap proses pengambilan keputusan. Ketiga, meskipun telah digunakan perangkat bantu seperti
NVivo dan uji antar penilai untuk meningkatkan objektivitas, tetap ada kemungkinan subjektivitas
dalam proses pengkodean dan analisis data (O’Connor & Joffe, 2020). Keterbatasan ini tidak
mengurangi nilai dari hasil penelitian, namun penting untuk menjadi perhatian dalam membaca dan

memaknai kesimpulan yang dihasilkan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, terdapat beberapa arah yang dapat dikembangkan untuk
penelitian selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan perluasan cakupan studi dengan menganalisis lebih
banyak putusan, baik di Mahkamah Agung maupun di tingkat pengadilan negeri dan tinggi, agar dapat
diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Kedua, disarankan untuk melibatkan metode kualitatif
tambahan seperti wawancara dengan hakim, jaksa, atau pengacara guna memahami lebih dalam latar
belakang pertimbangan hukum yang digunakan. Ketiga, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada
pengembangan dan pengujian efektivitas pelatihan yudisial berbasis kesetaraan gender. Terakhir, studi
perbandingan antar negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dapat memberikan perspektif
internasional dan membuka jalan bagi pertukaran praktik terbaik dalam menangani kasus KDRT di

ranah peradilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis bias gender dalam putusan Mahkamah Agung
terkait kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari sepuluh putusan yang dipilih secara
purposif, ditemukan bahwa mayoritas (70%) masih mengandung bias gender. Bentuknya beragam,
mulai dari penggunaan stereotip terhadap perempuan, pengabaian relasi kuasa antara pelaku dan korban,
hingga pertimbangan hukum yang tidak memperhatikan keadilan substantif. Hanya tiga putusan yang
secara konsisten berpihak pada korban dengan merujuk pada prinsip kesetaraan gender dan norma

internasional seperti CEDAW. Temuan ini menunjukkan bahwa peradilan, bahkan di tingkat Mahkamah
1368 | HAKIM - Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3 No. 3 Agustus 2025



Juridical Analysis of Supreme Court Decisions...

Agung, belum sepenuhnya responsif terhadap kekerasan berbasis gender. Pertimbangan hukum masih
sering dipengaruhi norma tradisional, misalnya anggapan bahwa istri harus tunduk pada suami atau
bahwa emosi pelaku dapat menjadi alasan keringanan hukuman. Relasi kuasa yang timpang sebagai ciri
khas kasus KDRT sering kali diabaikan, sehingga keadilan yang diterima korban cenderung bersifat

formil dan tidak substantif.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan interdisipliner antara
hukum pidana dan studi gender. Kerangka evaluatif yang digunakan untuk mengidentifikasi indikator
bias gender menawarkan alat analisis kritis bagi kajian hukum progresif dan reformasi peradilan. Secara
praktis, hasil penelitian ini menjadi dasar penyusunan pedoman teknis pemeriksaan perkara KDRT yang
berpihak pada korban dan berperspektif gender. Temuan ini juga relevan sebagai materi pelatihan bagi
hakim agar lebih memahami kompleksitas kekerasan berbasis gender serta menghindari penggunaan
stereotip dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan utama
mengenai bagaimana bias gender termuat dalam putusan Mahkamah Agung dan sejauh mana
pertimbangan hukum mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan korban. Kesimpulannya,
pembaruan sistem peradilan pidana, khususnya pada kasus KDRT, sangat mendesak untuk menjamin

keadilan yang setara dan bebas diskriminasi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
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